BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 994/HK/KPTS /1 /2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MERANT!I

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah, wajib menyusun, menetapkan dan
menerapkan Standar Pelayanan dan Standar
Operasional Prosedur;

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten
Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam
telaah staf Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan
Meranti Nomor : S570/DPMPTSP/V/2022/142 pada
tanggal 31 Mei 2022, maka dipandang perlu
ditetapkan dalam keputusan Bupati;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan
Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kepulauan Meranti;

Mengingat * 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang
. Peml_)eqtult:an Kabupaten Kepulauan Meranti di
Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4968);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayangn Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang. .. 7"
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran NeSgara Republik Indonesian Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 66 18);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 22 1)
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Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Standar Pelayanan Publik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615}
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Neger

—_——i

Nomor 80..?9



11.

12.

13.

14.

[o—y
wn

16.

17.

o
Qo

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentgkan Proqu
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017

tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informa?,i
Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan
Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
708);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1956);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018
tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1726);

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara
Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 271};

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomer 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan
Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis

Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 273);

Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 51
Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal

1 Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan
Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

Tahun 2022 Nomor 51}



19, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
" Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan
Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan
Meranti Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah
diubah beberapa Kkali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 35
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2021 Nomor 5);
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281
Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala
Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota
Pada Provinsi Riau, sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 2021
tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala
Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota
Pada Provinsi Riau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
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SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
BUPATI KEPULAUAN MERANTI

KESATU Menetapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional
Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kepulauan Meranti.

KEDUA

+ Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM
KE?,ATU merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai
pedoman Penyelenggaraan Perizinan Berusaha ;n
memuat komponen sebagai berikut e

a. dasar hukum;

- persyaratan;

sistem, mekanisme dan prosedur;
Ja..ngka waktu penyelesaian;

biaya tarif;

produk pelayanan;

sarana, prasarana, dan/atay fasilitas;
kompetensi peiaizana:
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i.pengawasan.. ?



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

i. pengawasan internal;

j. penanganan Pengaduan, saran, dan masukan;

k. jumlah pelaksana;

l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian
pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar
pelayanan,;

m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam
bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman,
bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan; dan

n. evaluasi kinerja pelaksanaan.

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud
pada DIKTUM KESATU merupakan pedoman/petunjuk
tertulis dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang
aman, nyaman, cepat, akuntabel dan konsekuen yang
memuat komponen sebagai berikut:

nomor standar operasional prosedur;

tanggal pembuatan;

tanggal revisi,

tanggal pengesahan;

disahkan oleh;

nama standar operasional prosedur;

dasar Hukum;

kualifikasi pelaksana;

keterkaitan;

peralatan dan perlengkapan;

peringatan;

pencatatan dan pendataan
. uraian prosedur;

pelaksana;

kelengkapan;

waktu; dan

output.
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Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur
sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dan
DIKTUM KETIGA disusun dan ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal '¢ Jun 2002

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

At

MUHAMMAD ADIL



